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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas Joko Widodo sebagai elite sipil yang membutuhkan 

kekuatan politik dengan didapatkan melalui purnawirawan Tentara Nasional Indonesia 

yang memiliki berbagai modal dari lintas dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas 

transformasi sumber daya atau modal yang dimiliki oleh purnawirawan Tentara Nasional 

Indonesia menjadi instrumen dalam keterlibatan mereka di pemerintahan Jokowi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi 

literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan purnawirawan Tentara 

Nasional Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024 dapat diukur melalui 

sebagian dimensi dari political capital theory yang diajukan oleh Kimberly L. Casey. 

Berdasarkan pengukuran yang diajukan oleh Casey, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semua purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi subjek penelitian memiliki 

nilai positif atau tidak ada yang menunjukkan skor akhir negatif. Dalam artian, fenomena 

keterlibatan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju 

(pemerintahan Jokowi 2019–2024) sebagai arena politik didukung oleh modal politik 

mereka sebagai instrumen yang membantu kebutuhan Jokowi dalam meningkatkan daya 

tawar sebagai politisi sipil. 

Kata Kunci: elite, Joko Widodo, modal politik, pasar politik, purnawirawan TNI 

 

ABSTRACT 

This study discusses Joko Widodo as a civilian elite who needs political power 

obtained through Indonesian National Army retirees who have various capital from across 

dimensions. This study aims to review the transformation of resources or capital owned by 

Indonesian National Army retirees into instruments in their involvement in Jokowi's 

government. This study uses a qualitative approach with a literature study data collection 

method. This study shows that the phenomenon of Indonesian National Army retiree 

involvement in the 2019–2024 Advanced Indonesia Cabinet can be measured through some 

dimensions of the political capital theory proposed by Kimberly L. Casey. Based on the 

measurements proposed by Casey, the results of the study show that all Indonesian 

National Army retirees who are the subjects of the study have positive values or none show 

a negative final score. In other words, the phenomenon of Indonesian National Army 

retiree involvement in the Kabinet Indonesia Maju (Jokowi's government 2019–2024) as a 

political arena is supported by their political capital as an instrument that helps Jokowi's 

needs in increasing bargaining as a civilian politician. 

Keywords: elites, Joko Widodo, military retiree, political capital, political market 
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PENDAHULUAN 

Setelah reformasi, terdapat larangan bagi para anggota Tentara Nasional 

Indonesia yang masih aktif berdinas untuk masuk ke ranah politik. Berbeda jika 

dibandingkan dengan yang sudah pensiun, purnawirawan tentara masih 

diperbolehkan untuk menjabat di area politik karena mereka sudah termasuk 

sebagai warga sipil. Purnawirawan militer1 merupakan entitas yang heterogen 

karena tidak semua pensiunan militer masuk ke dalam pusaran kuasa pemerintahan 

setelah menanggalkan masa dinasnya. Di antara kelanjutan kariernya yang 

heterogen, identitasnya sebagai militer yang mempunyai kekuatan politik pada 

akhirnya membuat status purnawirawan menjadi homogen. Perwira militer, baik 

melalui pengangkatan maupun pemilihan setelah pensiun, tetap menjadi kekuatan 

politik yang tidak dapat diabaikan—apalagi ketika masuk ke dalam pemerintahan 

(Xu, 2021).  

Motif dari purnawirawan TNI untuk tetap berkontribusi dalam ranah politik 

dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu motif ideologis dan pragmatis. Secara 

ideologis, para purnawirawan masuk ke kancah politik karena ingin tetap 

berkontribusi untuk negara walaupun masa dinasnya telah berakhir, sedangkan 

secara pragmatis, ada semacam perasaan belum puas akan kekuasaan atau gejala 

post-power syndrome yang melatarbelakanginya (Soesilo, 2014). Walaupun 

purnawirawan memiliki organisasi yang mengakomodasi kepentingan mereka, 

tetapi penelitian ini akan membahas posisi mereka secara perseorangan. Dalam 

artian, aktor-aktor yang dilibatkan memiliki berbagai kelebihan yang dibutuhkan 

oleh elite sipil. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal; lemahnya institusi 

sipil, tidak kompetennya elite sipil politik, dan masih terdapat perpecahan di antara 

elite sipil politik yang membuat para pensiunan militer tetap digunakan sebagai 

kekuatan politik (lihat Mietzner, 2006). 

Walaupun secara perorangan, purnawirawan TNI yang terlibat dalam 

pemerintahan merupakan tokoh-tokoh yang memiliki modal sosial, ekonomi, dan 

politik yang kuat. Secara tegas, penelitian ini akan mendefinisikan purnawirawan 

 
1 Peneliti menggunakan istilah “tentara” dan “militer” secara bergiliran dengan merujuk pada satu 

makna yang sama, yaitu tentara. 



JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 14 Issue 1 (2025) 

ISSN 2089-6123; e-ISSN2684-9119 
 

Modal Politik sebagai Instrumen Keterlibatan Purnawirawan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) dalam Pemerintahan Joko Widodo 2019–2024697 
684 

 

militer sebagai aktor sipil yang memiliki latar belakang TNI sebagai salah satu 

faktor yang mendukung keterlibatan mereka dalam pemerintahan. Purnawirawan 

TNI memang memiliki organisasi yang mengakomodasi kepentingan mereka, 

seperti PEPABRI (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri). 

Namun, purnawirawan yang dimaksud dalam penelitian ini selanjutnya adalah 

mereka yang; pertama, menduduki posisi perwira tinggi ketika masih aktif berdinas 

sampai pensiun, atau kedua, memiliki modal politik yang dilihat dari keterlibatan 

mereka dalam partai politik dan kedekatan personal terhadap elite sipil, atau ketiga, 

memiliki modal ekonomi yang dilihat dari jumlah kekayaan pribadi. Khususnya, 

purnawirawan sebagai subjek penelitian ini merujuk pada mereka yang menduduki 

jabatan di Kabinet Indonesia Maju. 

Tabel 1.1. Purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024 

Nama (Akronim/Singkatan) Jabatan 

Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) Menko Kemaritiman dan Investasi 2019–

2024 

Moeldoko (MD) Kepala Staf Presiden 2019–2024 

Fachrul Razi (FR) Menteri Agama 2019–2020 

Prabowo Subianto (PS) Menteri Pertahanan 2019–2024 

Agus Harimurti Yudhoyono 

(AHY) 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional 2024 

Hadi Tjahjanto (HT) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional 2022–2024 

Terawan Agus Putranto (TAP) Menteri Kesehatan 2019–2020 

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2025. 

 Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Joko Widodo (selanjutnya 

disebut sebagai Jokowi) dalam periode kedua pemerintahannya masih 

mengandalkan pensiunan TNI untuk membantu pemerintahannya. Keterlibatan 

purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024 sekitar 20% dari 38 

kursi. Jika dibandingkan dengan periode pertama, Kabinet Kerja 2014–2019, 

memiliki 11,8% dari 34 kursi kabinet keterlibatan purnawirawan TNI. Jika 



JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 14 Issue 1 (2025) 

ISSN 2089-6123; e-ISSN2684-9119 
 

Modal Politik sebagai Instrumen Keterlibatan Purnawirawan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) dalam Pemerintahan Joko Widodo 2019–2024697 
685 

 

dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kabinet 

Indonesia Bersatu 2004–2009 memiliki 11,8% dari 34 kursi keterlibatan 

purnawirawan di pemerintahan dan 14,7% dari 34 kursi pada Kabinet Indonesia 

Bersatu II 2009–2014. Persentase keterlibatan tersebut hanya diukur dari posisi 

menteri saja, di luar dari keterlibatan mereka dalam posisi lain yang setingkat 

menteri, seperti Kepala Staf Presiden (KSP) dan posisi politis lain, seperti Dewan 

Pertimbangan Presiden (Wantimpres). 

Berdasarkan latar belakangnya dan kondisi politik saat dirinya menjabat 

sebagai presiden, Jokowi dihadapkan dengan situasi yang mengharuskannya untuk 

memiliki bargain agar stabilitas politik tetap terjaga (Solihah et. al, 2019; Mietzner, 

2018; Sebastian et. al, 2018; Xu, 2021; & Sambhi, 2021). Pada akhirnya, Jokowi 

merangkul kekuatan tradisional, yaitu militer melalui pengangkatan pensiunan 

perwira ke dalam pemerintahan. Jokowi bukanlah sosok dengan kekuatan di bidang 

militer; beliau berasal dari kalangan akar rumput yang memulai karier sebagai 

pengusaha sebelum beralih menjadi politisi dan kemudian menjabat sebagai 

walikota. Konsekuensinya adalah Jokowi dianggap sebagai “pendatang baru” dan 

memiliki power yang lemah ketika memasuki lingkungan yang dipenuhi oleh dua 

unsur tadi; militer dan politisi (Sambhi, 2021; Muhtadi, 2015). Posisi politis 

kepresidenan Jokowi membuat dirinya menyimpulkan bahwa "tanpa dukungan 

militer, kekuasaannya bisa terancam," (Mietzner, 2018).  

Jokowi sebagai elite sipil membutuhkan kekuatan militer yang didapatkan 

melalui purnawirawan TNI dengan berbagai modal yang dimilikinya. Selain 

memiliki berbagai modal, purnawirawan TNI yang dilibatkan dalam kabinet juga 

berkontribusi dalam pemenangan Jokowi pada pemilihan presiden. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengulas berbagai sumber daya atau modal yang dimiliki oleh 

purnawirawan TNI yang menjadikannya sebagai instrumen dalam keterlibatan 

mereka di pemerintahan Jokowi yang merupakan politisi dari unsur sipil. Pelibatan 

purnawirawan TNI dengan kepemilikan modal atau sumber daya dari berbagai 

dimensi kemudian menjadi salah satu kekuatan politik pemerintahan Jokowi yang 

salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Jokowi, yaitu menciptakan 

stabilitas politik. Tujuan tersebut berangkat dari pertanyaan “bagaimana masing-
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masing dimensi modal politik memengaruhi peluang posisi purnawirawan TNI di 

Kabinet Indonesia Maju?”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Political Capital Theory 

Teori political capital (modal politik) merupakan pengembangan dari teori modal 

(capital theory) milik Pierre Bourdieu yang masih berada di tataran abstrak. Teori 

ini dikembangkan oleh Kimberly Casey dengan tulisan utamanya yang berjudul 

“Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility 

Theory” pada tahun 2005.  

Apabila berbicara mengenai modal, maka erat hubungannya dengan 

produksi dan pasar. Dalam konteks modal politik, produksi dapat diidentifikasi 

sebagai proses agregasi aktif. Dengan asumsi aktor secara aktif mengejar hasil 

politik setelah berbagai sumber daya diagregasikan, kemudian hal tersebut 

bertransformasi menjadi sumber daya politik yang dipertukarkan di pasar (Casey, 

2005).  

Terdapat tujuh dimensi yang menyediakan pengukuran sumber daya untuk 

modal politik, yaitu modal kelembagaan, modal manusia, modal sosial, modal 

ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan modal moral. (1) Modal 

kelembagaan merupakan modal yang terkait dengan identifikasi dan asosiasi 

ideologi dan kekuasaan yang berlaku, seperti melalui kontribusi dukungan partai 

politik. (2) Modal manusia sebagai sumber daya politik didefinisikan sebagai 

kombinasi kemampuan dan keterampilan, pengalaman, baik politik maupun non-

politik, dan pendidikan. (3) Modal sosial merupakan modal yang didapatkan dari 

hubungan sosial melalui dukungan kelompok kolektif, ikatan pribadi, dan name 

recognition. (4) Modal ekonomi adalah kekayaan yang dimiliki secara pribadi. (5) 

Modal budaya merupakan identifikasi kepentingan seorang aktor politik dengan 

budaya pasar politiknya. (6) Modal simbolik merupakan atribut gelar dan prestise 

pendidikan yang dimiliki. (7) Modal moral berkaitan erat dengan politik formal dan 

perilaku politik (Casey, 2005). 
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METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah model pendekatan yang memiliki 

fungsi untuk menelaah serta menjelaskan makna dari peristiwa sosial tertentu 

dengan melibatkan partisipan, analisis induktif, dan pengelolaan data yang berasal 

dari sumber spesifik menjadi tema umum (Creswell, 2014). Kemudian, penelitian 

ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif atau explanatory research. 

Menurut Kumar (2014), penelitian eksplanatif merupakan bentuk penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara dua variabel yang memiliki kaitan atau hubungan 

kausal (sebab-akibat). Melalui tipe penelitian ini, peneliti dapat mengetahui 

hubungan sebab akibat antara modal politik yang dimiliki oleh subjek 

purnawirawan terhadap keterlibatannya dalam Kabinet Indonesia Maju. Pada 

mekanisme pengumpulan data, penelitian akan dikaji melalui studi literatur pada 

beberapa sumber bacaan dalam bentuk buku, laporan, dan artikel jurnal. Data 

tersebut didapatkan melalui analisis dokumen resmi, artikel jurnal, laporan 

penelitian, dan hasil investigasi yang mewawancarai tokoh terkait hubungan sipil 

militer.  

Di antara ketujuh dimensi modal politik, terdapat beberapa dimensi yang 

pengukurannya dilakukan secara subjektif melalui himpunan dari opini-opini di 

luar aktor politik yang bersangkutan dan ada juga yang dapat diukur secara objektif 

melalui data empiris2. Berikut merupakan berbagai dimensi modal dengan tabel 

scoring index dan kriteria pengukuran turunan secara objektif yang akan menjadi 

metode pengukuran dalam penelitian ini: 

 
2 Ketujuh dimensi tersebut memiliki kriteria turunan dalam melakukan pengukuran, seperti modal 

kelembagaan yang diukur melalui kontribusi dukungan partai terhadap aktor, posisi ideologi 

partai, dan keuntungan yang dimiliki partai. Di antara berbagai kriteria turunan yang berangkat 

dari ketujuh dimensi tersebut, pengukuran dilakukan melalui dua metode, yaitu ada beberapa 

kriteria turunan yang diukur melalui opinion-based standard dan ada yang diukur melalui 

empirically-based. 
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Tabel 1.2 Dimensi dan Kriteria Penilaian Modal Politik 

No. Dimensi Modal Kriteria 

Pengukuran 

Scoring Index 

1. Modal Manusia Pengalaman 

politik3 

(+2) Jabatan setingkat Menteri 

(+1) Jabatan eksekutif regional 

(0) Jabatan politik elektif 

(-1) Pengalaman politik elektif 

(-2) Tidak memiliki 

pengalaman politik sebelumnya 

Pendidikan (+2) Lulusan lebih dari sarjana 

(+1) Lulusan setingkat sarjana 

(0) Lulusan terbaik AKMIL 

(-1) Pendidikan informal 

(-2) Hanya lulusan AKMIL 

2. Modal Sosial Dukungan 

kelompok kolektif4 

(+2) Ketua 

(+1) Dewan Non-Struktural 

(0) Posisi struktural 

(-1) Anggota biasa 

(-2) Tidak terafiliasi partai 

3. Modal Ekonomi Kekayaan pribadi5 (+2) Di atas 100 Miliar 

(+1) 10–100 Miliar 

(0) 1–10 Miliar 

(-1) 100 Juta–1 Miliar 

(-2) 0–100 Juta 

4. Modal Simbolik Jabatan atau gelar 

dalam karier 

(+2) Setingkat Jenderal  

(+1) Setingkat Letnan Jenderal 

(0) Setingkat Mayor Jenderal 

(-1) Setingkat Brigadir Jenderal 

(-2) Perwira menengah 

Sumber: Casey (2005) diolah oleh peneliti, 2025. 

 

 
3 Pengukuran objektif dalam kriteria ini disesuaikan dengan konteks penelitian yang membahas 

mengenai jabatan setingkat Menteri. 
4 Pengukuran objektif dalam kriteria ini dapat ditafsirkan melalui pengukuran berdasarkan posisi 

dalam partai politik. 
5 Pengukuran melalui IDR merupakan konversi dengan nilai wajar dari USD 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Political Capital Purnawirawan TNI 

Bagian ini akan menelaah modal politik yang dimiliki oleh purnawirawan TNI yang 

tercantum dalam Tabel 1.1 menggunakan pengukuran modal politik yang 

terbangun dari berbagai dimensi yang telah tercantum dalam Tabel 1.2. 

1. Modal Manusia 

a. Pengalaman Politik 

Dari kriteria pengukuran ini, LBP dan MD memiliki rekam jejak 

jabatan yang setara sebelum diangkat kembali menjadi menteri oleh 

Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, LBP dan MD 

memiliki posisi jabatan yang sama, yaitu Kepala Staf Presiden. LBP 

menjabat pada periode 2014–2015, sedangkan MD pada periode 2018–

2019 (Shamsudin et al., 2021). Oleh sebab itu, LBP dan MD masing-

masing mendapatkan skor +2 untuk pengukuran pengalaman politik. 

Berbeda dengan PS dan AHY yang masing-masing mendapatkan skor -1 

karena PS dan AHY sama-sama hanya memiliki pengalaman politik 

elektif. PS merupakan calon presiden dalam dua kali pilpres dan calon 

wakil presiden dalam satu kali pilpres, sedangkan AHY pernah 

mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 

(Ananta et al., 2005; Setijadi et al., 2016). Untuk FR, HT, dan TAP, 

mereka lebih banyak menghabiskan waktu mengisi jabatan profesional; 

seperti FR yang menjadi komisaris di PT Aneka Tambang dan PT Toba 

Sejahtera,  HT yang masih aktif di militer, dan TAP yang menjadi Ketua 

Tim Dokter Kepresidenan RI 2009–2019 (Fajri et al., 2024; Greenpeace 

Indonesia et al., 2018). Oleh sebab itu, masing-masing dari mereka 

mendapatkan skor -2 dalam pengukuran pengalaman politik. 

b. Pendidikan 

Dalam kriteria pengukuran pendidikan, keenam subjek penelitian 

ini—kecuali PS—mendapatkan skor +2 karena masing-masing dari 

mereka merupakan lulusan lebih dari sarjana sebelum diangkat menjadi 
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menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah dari kemiliteran, LBP 

melanjutkan studi di National Defense University, Amerika Serikat pada 

1990 dan Magister Administrasi Publik di George Washingtion University 

pada 1991 (Rastika, 2015). MD juga menyelesaikan studi luar kemiliteran, 

yaitu program sarjana Ilmu Politik di Universitas Terbuka pada tahun 1981 

dan program magister Ilmu Administrasi Publik di FISIP Universitas 

Indonesia pada tahun 1985 yang dilanjutkan dengan mengambil program 

doktoral di FISIP UI pada tahun 2014 (Yanuarius et al., 2021; Erianto, 

2021). Berbeda studi dengan MD, FR setelah lulus dari kemiliteran 

merengkuh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Terbuka pada 1995, 

kemudian ditambah gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari 

Perguruan Tinggi Hukum Militer pada 1997 dan 2002 (Syahban & 

Hutasoit, 2020). 

Setingkat dengan subjek penelitian yang lainnya, AHY, HT dan TAP juga 

pernah menyelesaikan studi dengan tingkatan di atas sarjana. Studi terakhir yang 

diselesaikan oleh AHY berdasarkan laman resmi biografinya adalah Master of Arts 

in Leadership and Management di George Herbert Walker School of Business and 

Technology, Webster University, Amerika Serikat pada 2015. Untuk HT, dirinya 

lulus dari Program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Dirgantara 

Marsekal Suryadarma TA 2017/2018 konsentrasi Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Rosa, 2024). Untuk TAP, dirinya merupakan profesor kehormatan ilmu 

pertahanan bidang kedokteran militer dari Fakultas Kedokteran Militer Universitas 

Pertahanan yang diangkat pada 2022 (Anggraini & Hardiyanto, 2019). Berbeda dari 

keenam subjek sebelumnya, PS tidak pernah mengikuti dan atau menyelesaikan 

studi luar militer yang menjadikan dirinya mendapatkan skor -2 dalam kriteria 

pengukuran pendidikan. PS hanya mengikuti pendidikan informal saja, seperti 

Counter Terrorist Course dengan satuan GSG-9 Germany pada 1981 dan Special 

Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat pada 1981 (Savitri, 2024). 
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2. Modal Sosial 

Namun, untuk kriteria pengukuran dukungan kelompok kolektif, PS dan 

AHY masing-masing mendapatkan skor +2 karena merupakan ketua dari salah satu 

partai politik. PS menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai 

Gerindra sejak 2015 hingga sekarang, sedangkan AHY melanjutkan kiprah politik 

ayahnya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020–2025 (Adytyas et 

al., 2018; Hasibuan & Pasha, 2024). Berbeda dengan mereka berdua, LBP dan MD, 

mendapatkan skor +1 karena memiliki posisi dewan non-struktural di partai politik. 

LBP menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar 2016–2019 dan MD 

menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura pada 2016 (Retaduari, 2016; 

Sutrisno, 2018). Memiliki kesamaan partai dengan MD tetapi berbeda posisi, FR 

pernah menjadi Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Bidang di Dewan Pimpinan 

Pusat Partai Hanura (Yuniarto, 2022). Oleh sebab itu, FR mendapatkan skor 0 

karena memiliki posisi kuat struktural dalam partai politik. Untuk HT dan TAP, 

kedua subjek tersebut merupakan menteri independen yang tidak terikat secara 

institusional dengan salah satu partai politik. Dengan demikian, HT dan TAP 

masing-masing mendapatkan skor -2. 

3. Modal Ekonomi 

Untuk kriteria pengukuran kekayaan pribadi, LBP, PS, dan AHY masing-

masing mendapatkan skor +2, sedangkan MD, FR, HT, dan TAP masing-masing 

memiliki skor +1. Berdasarkan laman e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara), LBP memiliki total kekayaan senilai Rp.655.438.752.423 

(baca: Rp655 Miliar), sedangkan PS memiliki jumlah kekayaan 

Rp2.005.956.560.835 (baca: Rp2 Triliun), dan AHY senilai Rp116.530.289.450 

(baca: Rp116 Miliar). Kemudian, untuk MD, dirinya memiliki jumlah kekayaan 

senilai Rp49.556.346.849 (baca: Rp49 Miliar), FR senilai Rp25.993.888.352 

(baca: Rp25 Miliar), HT senilai Rp24.213.003.580 (baca: Rp24 Miliar), dan TAP 

senilai Rp90.605.948.595 (baca: Rp90 Miliar). Semua laporan yang tercantum 

dalam e-LHKPN diambil dari awal masing-masing mereka sebelum dilantik 

menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Pembuktian harta kekayaan 
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masing-masing subjek penelitian dilakukan melalui e-LHKPN karena sumber 

tersebut merupakan indeks yang bersifat objektif tanpa adanya dugaan dan tuduhan 

mengenai harta yang disembunyikan. 

4. Modal Simbolik 

Untuk kriteria pengukuran jabatan atau gelar dalam karier militer, LBP, MD, 

FR, dan HT masing-masing mendapatkan skor +2, sedangkan PS dan TAP 

mendapatkan skor +1, dan AHY dengan skor -2. LBP menyandang gelar Jenderal 

(HOR) pada tahun 2000 yang diberikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid 

(Sulistya, 2024). MD dan HT mendapatkannya ketika masing-masing menjadi 

Panglima TNI pada 2013 dan 2017, kemudian FR pada 1999 ketika diangkat 

menjadi Wakil Panglima TNI (Erianto, 2020; Putra, 2015). Untuk PS, dirinya 

memang pernah diberikan gelar kehormatan berupa Jenderal (HOR), tetapi itu 

terjadi pada tahun 2024, ketika dirinya sudah dilantik menjadi Menhan dalam 

Kabinet Indonesia Maju. Jauh sebelum dilantik, PS diberhentikan dari kemiliteran 

pada 1998 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, setingkat dengan TAP yang 

pensiun dari militer pada 2019 dengan pangkat yang sama (Riana, 2019). Berbeda 

dengan keenam subjek, hanya AHY sendiri yang pensiun dari militer pada 2016 

dengan pangkat Mayor (Infanteri) (Fathoni, 2024).  

Diagram 1. Visualisasi Skor dari Keempat Dimensi Modal Politik  

 
Sumber: diolah oleh peneliti, 2025. 
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Berdasarkan Diagram 1, dapat diketahui bahwa ketujuh subjek 

purnawirawan yang diteliti memiliki skor yang variatif dalam konteks dimensi 

modal manusia (kriteria pengukuran pengalaman politik dan pendidikan), modal 

sosial (kriteria pengukuran dukungan kelompok kolektif), modal ekonomi (kriteria 

pengukuran kekayaan pribadi), dan modal simbolik (kriteria pengukuran jabatan 

atau gelar dalam karier). Dari kelima kriteria pengukuran tersebut, Luhut yang 

dikodekan sebagai LBP memiliki skor total 9, dan Moeldoko dengan kode MD 

memiliki skor total 8. Masing-masing dari mereka memiliki skor total di atas nilai 

tengah. Untuk Prabowo dengan kode PS, Fachrul dengan kode FR, dan Agus 

dengan kode AHY masing-masing memiliki skor total setara, yaitu 3. Untuk Hadi 

dengan kode HT memiliki skor total 1 dan Terawan dengan kode TAP memiliki 

skor total 0. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa semua subjek penelitian tidak 

ada yang memiliki skor negatif atau di bawah 0. 

 

Keterlibatan Berdasarkan Modal Politik dan Signifikansi Berbagai Dimensi 

Modal 

Modal politik, menurut Casey, tidak hanya berasal dari sumber daya 

ekonomi atau kekayaan pribadi, tetapi juga merupakan kumpulan dari berbagai 

dimensi lain, seperti reputasi, jenjang karier, dan pendidikan, dan jaringan sosial 

yang melekat di individu (Casey, 2005). Dalam konteks ini, semua subjek penelitian 

memiliki skor positif dan atau minimal 0, yang berarti mereka memenuhi 

kemampuan dalam kepemilikan modal politik yang berdiri jamak untuk dikonversi 

menjadi sebuah jabatan politik. Menganut pada teori Casey yang menjabarkan 

politik sebagai “pasar”, kepunyaan sumber daya dalam diri subjek penelitian 

memenuhi syarat untuk penunjukkan mereka sebagai pejabat kabinet yang menjadi 

salah satu “pasar politik” (Casey, 2005). 

 Alasan Jokowi menunjuk purnawirawan TNI yang menjadi subjek 

penelitian untuk menjadi pejabat dalam kabinet dapat disebabkan oleh tiga alasan 

utama: pengalaman kepemimpinan dalam karier militer, memiliki kekuatan politik, 

dan memiliki sumber daya untuk menjadi daya tawar dari kekuatan eksternal 

(Indrawan, 2021). Ketiga alasan tersebut kemudian dapat diukur dan menjadi 
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sebuah konsekuensi logis bahwa Jokowi menunjuk purnawirawan TNI untuk 

terlibat dalam pemerintahannya disebabkan oleh sebuah kebutuhan dan mereka 

yang ditunjuk dapat memenuhi kebutuhan itu. Hal tersebut dapat dilihat oleh hasil 

penelitian ini bahwa akumulasi modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, dan 

modal simbolik purnawirawan TNI tidak ada yang memiliki nilai negatif. Dapat 

ditafsirkan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan Jokowi.  

Tabel 1.3 Koherensi Skor Akhir dengan Durasi Menjabat 

 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025 

 Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara skor modal 

politik dengan lamanya masa jabatan purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia 

Maju. Purnawirawan yang memiliki skor tertinggi seperti LBP dengan nilai 9 dan 

MD dengan nilai 8 berhasil bertahan dari awal pembentukan kabinet hingga 

berakhirnya pemerintahan tanpa mengalami reshuffle. Begitu pula dengan PS yang 

memiliki nilai 3 namun juga bertahan dari awal hingga akhir. Sebaliknya, 

purnawirawan dengan skor rendah seperti TAP (skor 0) hanya dapat bertahan 

hingga perombakan pertama pada Desember 2020, sedangkan FR (skor 3) 

diberhentikan pada perombakan yang sama meskipun memiliki skor setara dengan 

PS. 

Namun, terdapat dua subjek yang menjadi outliers dalam pola ini, yaitu PS 

dan HT. Meskipun keduanya memiliki skor rendah, mereka memiliki masa jabatan 

yang relatif panjang dibandingkan subjek lain dengan skor serupa. Hal ini 

menunjukkan adanya dimensi modal lain yang tidak diukur dalam penelitian ini, 

seperti modal kelembagaan, modal budaya, dan modal moral. PS sebagai ketua 

partai yang populer memiliki keunggulan dalam modal kelembagaan, dibuktikan 

dengan perolehan suara Gerindra sebesar 12,57% atau sekitar 17 juta suara pada 



JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 14 Issue 1 (2025) 

ISSN 2089-6123; e-ISSN2684-9119 
 

Modal Politik sebagai Instrumen Keterlibatan Purnawirawan Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) dalam Pemerintahan Joko Widodo 2019–2024697 
695 

 

Pemilu 2019. Sementara itu, HT memiliki keunggulan dalam modal budaya karena 

kedekatan personalnya dengan Jokowi yang terjalin sejak masa Jokowi menjadi 

Walikota Solo, ketika HT dipercaya menjadi Komandan Pangkalan Udara Adi 

Sumarmo dan kemudian menjadi sekretaris militer presiden. 

Analisis terhadap dimensi modal politik menunjukkan bahwa modal 

ekonomi menjadi faktor paling signifikan dalam penelitian ini. Semua subjek 

penelitian memiliki kekayaan di atas Rp10 miliar, yang selaras dengan teori Casey 

bahwa kapital ekonomi mendominasi dari semua jenis dimensi kapital lainnya. 

Kekayaan pribadi ini tidak digunakan secara aktif untuk meraih jabatan politik, 

melainkan menjadi latar belakang kekuatan finansial yang menandakan potensi dan 

kemampuan seseorang. Dimensi kedua yang signifikan adalah modal manusia 

dalam aspek pendidikan, dimana hampir semua subjek penelitian kecuali PS 

memiliki jenjang pendidikan di atas sarjana. Pendidikan tinggi ini menunjukkan 

pentingnya kompetensi dan menjadi bagian dari akumulasi modal politik secara 

primitif yang terbentuk jauh sebelum individu memasuki arena politik. 

Modal simbolik berupa prestasi karier militer menempati urutan ketiga 

dalam signifikansi. Enam dari tujuh purnawirawan memiliki nilai positif dalam 

dimensi ini, menunjukkan bahwa Jokowi membutuhkan purnawirawan dengan 

karier profesional yang cakap. Kemampuan kepemimpinan yang telah teruji dalam 

organisasi militer menjadi bekal penting untuk memimpin organisasi sipil dalam 

kabinet. Di sisi lain, modal sosial berupa dukungan kelompok kolektif melalui 

partai politik kurang signifikan, terbukti dari HT dan TAP yang nonpartisan namun 

tetap dipilih menjadi pejabat kabinet. Hal ini sejalan dengan komposisi Kabinet 

Indonesia Maju dimana 40% menteri berasal dari kalangan ahli atau independen, 

lebih besar dibanding menteri berlatar belakang politisi (25,7%) dan pengusaha 

(34,2%). Dimensi terakhir yang paling tidak signifikan adalah pengalaman politik 

formal, dimana lima dari tujuh subjek memiliki skor negatif. Hal ini dapat 

dijelaskan karena pengalaman politik dapat disubstitusi dengan pengalaman 

kemiliteran yang secara historis sudah dekat dengan dunia politik. 
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Dalam konteks kontribusi terhadap pemenangan Pemilu 2019, terdapat 

perbedaan peran yang dimainkan oleh masing-masing purnawirawan. LBP, FR, dan 

MD aktif mendukung Jokowi melalui berbagai tim pemenangan seperti Cakra-19, 

Bravo 5, dan Tim Kampanye Nasional, yang mencerminkan kesamaan nilai dengan 

Jokowi sebagai bentuk modal budaya. Sebaliknya, PS dan AHY berasal dari kubu 

oposisi namun kemudian diajak bergabung sebagai bagian dari strategi rekonsiliasi 

elite pasca-pilpres. Pengangkatan PS dan AHY menunjukkan pragmatisme politik 

Jokowi untuk menjaga stabilitas pemerintahan dengan mengintegrasikan oposisi 

dan memperluas dukungan elite. Sementara itu, HT dan TAP yang masih menjadi 

tentara aktif saat Pilpres 2019 tidak dapat memberikan dukungan langsung karena 

harus menjaga netralitas TNI, namun mereka berkontribusi secara tidak langsung 

melalui popularitas dan kemampuan menjaga stabilitas institusi militer yang 

memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang didukung institusi strategis. 

 

PENUTUP 

Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa purnawirawan TNI yang 

menduduki posisi sebagai pejabat Kabinet Indonesia Maju memiliki modal politik 

yang terbangun dari berbagai dimensi. Modal politik tersebut kemudian 

bertransformasi menjadi sebuah jabatan politik dengan signifikansi yang berbeda 

di tiap dimensi modal. Instrumen modal politik yang sudah diakumulasi oleh 

masing-masing purnawirawan TNI kemudian juga melengkapi kebutuhan Jokowi 

akan pejabat kabinet yang memiliki kemampuan cakap dan berlatar belakang dapat 

diandalkan. Apabila dirangkum dalam satu kalimat, penelitian ini menjawab 

fenomena keterlibatan purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia Maju 

(pemerintahan Jokowi 2019–2024) sebagai pasar politik dengan didukung oleh 

modal politik mereka sebagai instrumen yang membantu kebutuhan Jokowi dalam 

meningkatkan bargain sebagai politisi sipil. Di samping itu juga, kebutuhan Jokowi 

untuk menciptakan stabilitas politik lewat aktor dari militer juga terpenuhi oleh 

beberapa subjek penelitian ini. Modal politik juga menjadi instrumen yang 
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berpengaruh terhadap rentang waktu menjabat di kabinet, walaupun tidak berlaku 

di semua subjek penelitian.  

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen modal 

politik memiliki pengaruh dalam pelibatan menjadi aktor pemerintahan dalam 

kabinet. Walaupun demikian, tidak semua dimensi dari modal politik memiliki 

signifikansi yang ekuivalen. Terdapat urutan signifikansi yang menandakan bahwa 

tiap subjek penelitian memiliki keunggulannya masing-masing. Penelitian ini 

memberikan dukungan untuk melihat tren ke depan bahwa modal politik menjadi 

instrumen yang dapat dikuantifikasi untuk menganalisis fenomena keterlibatan 

purnawirawan TNI dalam kabinet pemerintahan. Kekurangan dari penelitian ini 

adalah tidak menggunakan semua dimensi pengukuran dalam teori yang diajukan 

oleh Casey karena ketiga dimensi lainnya hanya dapat diukur melalui pendekatan 

kuantitatif berbasis survei opini publik. Kekurangan lainnya adalah metode 

pengukuran yang digunakan dan aspek-aspek turunannya tidak sepenuhnya dapat 

menjelaskan realitas politik yang terjadi. Untuk penelitian selanjutnya yang masih 

termasuk ke dalam konteks modal politik, perlu adanya pengukuran melalui 

dimensi modal lain yang diukur secara kuantitatif agar keberlanjutan penelitian 

mengenai modal politik dapat menerjemahkan sebuah fenomena secara holistik. 
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